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ABSTRACT

Nowadays, in Indonesia. there is no regu‘Iarion systematically stipulating consumer protection
matters. This condition makes us difficult to defermine the appropiate principles of consumer
protection law in our country, This paper discusses some principles which can he considered the
principles of Consumer Protection Act in Indonesia.

PERISTILAHAN

Pada dasarnya, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen {consumer
proiection) mencakup bidang yang sangat luas dan sulit dicuri batas-batasnya. I.uasnya
bidang perlindungan konsumen dapat dikatakan sama dengan luasnya batasan konsumen
itu sendiri. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak dapal ditcmui
istilah konsumen.

Sekalipun demikian. dalam Garis-garis Besar Hatuan Negara, yakni berdusarkan
Ketetapan MPR No. I/MPR/1988 dan Ketetupan MPR No. 11/MPR/1993, disebutkan
kata “konsumen” dalam rangka membicarakan lentang perdagangan. Sayangnya. sama
sekali tidak ada penjetasan lebih lanjut entang pengertiun istitah ini dalam dua
ketetapan tersebut,

Istitah yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (koper). yang dapat
dijumpai antara Iain dalam Kitah Undang-Undang Hukum Perdata, Pengertian konsumen
lebih luas dari pembeli. Luasnya pengertian konsumen di atas dilukiskan secara
sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat Kennedy dengan mengatakan,
“Consumers by definition inchude s all” (Badrulzaman, 1980).

Karena luasnya. pada wmumnya para penulis menghindari untuk memberikan
definisi secara lengkap. Seorang penulis yang mencoba memberikan definisinya teatang
perlindungan konsumen adalah Lowe (1983), yang menyatakannya sebagat, “...rule of
law which recognize the bargaining weakness of the individual consumer and which
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ensure that that weakness is nor unfairty exploited.” i dalum batasan wrsebut tampak
bahwu yang ditekankan adalah masalah perbedaan posisi antara konsumen secard
individual (yang sclalu lemah) dan posisi produsen (yang kuat).
Selanjutnya. Anderson dan Kumpt { 1972) menggambarkan kesufitan merumuskan
definisi “konsumen’ itu dengan kata-kata sebagai berikut:
Some difficulies e eneountered if one approaches the wide spectnum of situation m wms
of o “consumer.” For example. one does noty usualy think of  horrower ur an investar as
4 “eansumer.”” The pedesterian whom you min aover when your car goes oul of control 14
mat ordinarily regarded as being o consumer. There 15 all these siuations. however. o

conunen denominator of protecting semeone from a hazard from which he cannot by his
own dehon protect hamself

Seorany pakar masaiah konsumen di Belanda, Hondius (1976) menyimpulkan
hahwa para ahli hukuni pada umumnya sepakiat mengartikun kopsumen sebagai
“Pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa™ (uireindelike gebruiker van gaederen
en diensten).

Dengan rumusan di aias, Hondius sebenarnya ingin membedakan antary Konsunen
bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dengan konsumen pernakai terakiur, Dapal
disimpulkan bahwa “konsumen' dalam arti luas mencakup kedua krileria i, sedangkan
“konsumen™ dalan arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakan terakhir,
Masalzhnya sekarang, apakal pengertian Konswimen itu hinya menyangRut orang, atail
teriasuk bukan orang?

i Perancis. berdasarkan dokurin dan vurisprudensi vang berkembang. konsumen
diartikan schagai “The person who obiaing goods or services for personal or fumily
purposes” {Tim FH UL & Departemen Perdagangan RI, 1992). Dart definisi tersebut,
paking fidak terkandung dua unsur. yaitu: (1) konsumen hanya orang, dan (2} barang
vang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya,

Di Spanyol. konsunien didefinisikan secara lebit haas, yaita: “Any individual or
company whoe iv the uliimate buver or user of personal or real properiy, products,
services or gotivities, regardless of whether the seller, supplier or producer is a public
ur privaie endiiy. dacting alone or coflectives™ (Tim FH UT & Departemen Perdagangan
RI. 19921, Di sind koonsuimen diartikan tidak hanya individu (orang}, tetapl juga suilu
perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Adapun yang menarik di sind
adalah bahwa kensumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli, schingga dengan
sendirinya konswmen lidak identik dengan pembeli, Hal ind berbeda dengan definisi
yvang dianutl olel Republik Rakyat Cina,
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Dalam Pasal 2 Beijing Municipal Regulation or Protection of Consumers' Legal
Rights and Interests. dinyalakan bahwa istilah konsumen mengacu kepada *Units and
individuals who obtain, by payving the value consumer goods (hereafier as commodities )
and coomercial services fhereafter as services) for the needs of tiving” (Tim FH Ul
& Departemen Perdagangan RI1, 1992).

Dari sejumlah definisi di atas. paling tidak lerdapat empat unsur penling yang
dapat ditarik, yaitu: {1) konsumen adalaj orang. (2) pemakai barang, (3) pemakai akhir
(end users), dan (4) pemakai barang untuk keperluan sehari-hari. Sementara itu.
hertolak dari berbagai detinisi tersebut. naskah akademik RUT! Perlindungan Konsumen
vang disusun oleh Tim IFH Ul dan Departemen Perdagangan RI (1992) mengartikan
konsumen sebagai “Setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai
dan tidak diperdagangkan.”

Jika diaman dan diperbandingkan dengan definisi-definisi schelumnya, jelas
bahwa definisi dalam naskah akademik Undang-Undang Perlindungan Konsumen
tersebut terlalu sempil. Dua hal yang perlu ditambahkan adalah: (1) konsumen tidak
hanya orang, tetapi juga dapal berupa korporasi. dan (2) konsumen bukan hanva
pemakai akhir atas suatu barang. tetapi juga pemakai jasa (services).

Dengan demikian. apa vang dimaksudkan sebagai perlindungan konsumen
adalah perlinduipan yang diberikan hukum kepada orang (orang ) atau korporasi yang
mendapatkan barang atau jasa umuk dipakainya sendiri. Karena yang terkandung dalam
istilah “perlindungan konsumen™ itu sesungguhnya adalah perlidungan hukum., maka
dengan sendirinya perlindungan konsumen mengandung aspek hukum di dalamnya.
Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukanlah konsumen dalam arti
tisik. melainkan hak-haknya. Dengan perkataan lain, perlindungan konsumen identik
dengan perlindungaa yany diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Apabila
hukum dibatasi pengertiannya sebagpai kaidah, maka dapat diartikan bahwa aspek
hukum perlindungan konsumen adalah kaidah hukum yang memberikan perlindungan
terhadasp hak-hak konsumen.

HAK-HAK KONSUMEN

Secara umum dikenal ada cmpat hak dasar konsumen, yait: (1) hak untuk
mendapatkan keamanan (the right 10 obiain safervy, (2) hak unluk mendapatkan
mformast (#he right to be informed), (3) hak untuk memilih (zhe right fo choose). dan
(4) hak unwk didengac (the right 10 be heard) (Supribanto. 1992). Empat hak dasar
it telah diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, orpanisasi-organisasi

81




ERA HUKUM No. 1/ Th [/ 1894

konsumen yang tergabung dalam the International Qrganization of Consumers Union
(IOCU) menambahkan lagi beberapa hak. seperti hak mendapatkan pendidikan
konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup
vang baik dan sehat.

Tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut.
Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI) memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap
dari empat hak dasar konsumen tersebut, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat, sehingga kescluruhannya dikenal sebagai panca-hak konsumen (Y1LKI,
1985},

Dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
yang disusun oleh Tim FH UI dan Departemen Perdagangan RI (1992), hak-bak dasar
konsumen di atas ditambahkan lagi dengan hak untuk mendapatkan “barang™ (!} sesuai
dengan nilai tukar yang diberikan, dan hak untuk mendupalkan upaya penyelesaian
hukum, Perlu dicatat bahwa dalam naskah akademik undang-undang teesebut isulah
“barang’’ diartikan secara luas, sehingga meliputi barang yang secara fisik nyata, dan
barang-barang yang selain dari itu. Kiranya akan lebih sesuai apabila istilah “harang”
tersebut diganti dengan “produk’, sehingga dapat mencakup pengertian barang dalam
arti luas seperti di atas, berikut dengan “jasa’.

Apabila disusun secara sistematis, maka hak-hak konsumen yang mendapatkan
perlindungan hukum sebagaimana disebutkan di atas, meliputi hak-hak untuk:
(1) mendapatkan keamanan, (2) mendapatkan informasi yang benar, (3) didengar,
(4) memilih, (5) mendapatkan produk sesuai dengan nilai tukar yang diberikan,
(6) mendapatkan ganti kerugian, (7) mendapatkan upaya penyelesaian hukum,
(8) mendapatkan linpkungan hidup yang baik dan sehat. (9) mendapatkan perlindungan
dari akibat negatif persaingan curang. dan (10) mendapatkan pendidikan konsumen.

Hak untuk mendapatkan keamanan

Kunsumen mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan dari produk (barang/
jasa) yang ditawarkan. Produk tersebul tidak boleh membahayakan apabili dikonsumsi,
sehingga konsumen tidak dirugikan baik sccara jasmani maupun rohani,

Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan
utama karena selama berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen
(tcrutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan produsen! Falsafah
vang disebut caveat emplor (let the buyer beware) ini, menurut Rice (1975), mencapai
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puncaknya pada Abad ke-19 sciring dengan berkembangnya paham rasional
individualisme, walaupun dewasa ini sudah banyak putusan pengadilan dan peraturan
perundang-undangan di Amerika Serikat yang memperkuat posisi konsumen,

Hak untuk mendapatkan informasi yang benar

Sctiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai dengan
informasi yang benar. Informasi ini dipeslukan agar konsumen tidak sampal mempunyai
gambarag yang keliru atas produk tersebut. Informasi ini dapat disampaikan dalam
berbagai cara, baik secara lisan kepada konsumen, melalui iklan, maupun
mencantumkannya dalam kemasan produk (barang ) tersebut. Jika dikaitkan dengan hak
konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung risiko terhadap
keamanan konsumen. wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas.

Hak untuk didengar

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak
untuk didengar. Sebab, informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau
berkompeten untuk itu. seringkali tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu
konsumen berhak untuk mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

Pihak yang berkepentingan dan berkompeten untuk ilu, wajib mendengarkan
pertanyaan atau permasalahan yang diajukan konsumen. Sebagai tindak lanjut dari hak
konsumen untuk didengar itu, maka pihak yang berkepentingan ataw berkompeten untuk
mendengarkannya itu wajib untuk menjawabnya, dengan memberikan informasi dan
jalan pemecahannya secara baik.

Hak untuk memilih

Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak untuk menentukan
pilihannya sendiri. 1a tidak boleh mendapatkan tekanan dari pibak luar, sehingga
dengan demikian, ia dapat mencntukan secara bebas apakah akan membeli atau tidak
membeli, dan jika membeli, produk vang mana yang akan dipilihnya,

Hak untuk memilih ini crat kaitannya dengan mekanisme pasar yang tidak
monopolistis. Sebab, apabila seseorang atau suatu golongan diberikan hak monopoli
untuk memproduksi dan memasarkan produknya, maka konsumen dengan sendirinya
akan kehilangan haknya untuk memilih,
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Hak untuk mendapatkan produk sesuai dengan nilai tukar yang diberikan

Dengan hak ini berarii konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang
tiduk wajar, Dengan demikian, kuantitas dan kualitas produk yang dikonsumsi memang
sesual dengan nilai yang diberikan sebagai penggantinyi.

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian

Apahila konsumen inerasakan bahwd kuantitas dan kualitas produk vang
dikonsumsi tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya. ia berhak uniuk
mendapatkan ganti kerugian yang pantis. Jenis dan jumiah panti kerugian ini tentu saja
harus sesuai dengan ketentuan vang berlaku atau kesepakatan antara konsumen dengan

pihak (pihak) yang lerkait dalam hubungan hukwmn tersebut,

Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum

Apabila permintaan yang digjukan Konsutnen tersebut dirasakannya Gdak
mendapal tanggapan secard layak oleh pihak (pihak) yang terkail dalain hubungan
hukum dengannya, makia Konsumen yang bersangkuian berhak untuk mendapatkan
penyelesaian hukum. Dengan perkataan luin, konsumen berhak menuntut
pertangpungjawaban hukuni dart pihak (pihak} yang dipandang merugikannya karena
mengkonsunisi produk fersebut.

Hak untuk mendapatkan ganti keragian ind sebenariya meliputi juga hak untuk
mendapatkan gant kerugian, tetapi kedua hak ersehut tiduk berard idenmik. Untuk
memperoleh ganti kerugian konsumen tidak selaly harus menempul upaya hukum
terlebih dalu.

Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

Hak konsurnen atas lingkungan hidup vang baik dan sehat merupakan hak yung
telah diterima schagai salabl satu hak dasar konsumen oleh herbagai organisasi
konsumen di dunia (lermasuk Y1LKI Ji Indonesial, Lingkungan hidup yang baik dan
sehat mengandung arti vang sangat luas. dan setiap mahluk hidup sesunggubnya
berperan sehagai konsumen alas lingkungan hidupnyi. Lingkungan hidup di sint ndak
hanya diartikan sebagai lingkungan [isik. tetapt juga linpkungan yang nonlisik
{Permadi. 1992).

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. maka lingRungan hidup i
juga dapat mencakup lingkungan tisik maupun nonfisik. Sehagai contoh, konsumen
berhak untuk dilindungi dari pemasangan iklan yang udak memperhitikan lingkungan
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tidup sekitarnya (Permadi. 1992), termasuk iklan-ikian vang ferlalu mengeksploitasikan
seks i media cetuk.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tatwn 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Tingkungan Hidup (UULH), hak ini juga dinyatakan secara tcgas dalam
Pasal 5 Ayat (1), vang beebunyi: “hetiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat.” Dalam ketenwan tersebut jelas hahwa tngkungan hidup itu sclain
schat. juga harus baik, Menurut Pcnjel‘asun Pasul 3 wesebut, pengertian “setiap orang™
dJi sini, selain mengacu kepada manusia seearu individual. jugd kepada kelompok oraug
atau badan hukum,

Menurut Heinhard Steiger ¢ gl (105840), sehaginniena Jikutp olehr Koesnudi
Hardjasoemantri (1991). hak atas lingkungan bidup vang baik dan schat int merupakan
bagian dari hak-hak subjeklif (subjective righis) sehagul bentuk yane paling luas dari
perlindungan seseorang. Ini berard setlap penulik hak tersebul dapat mengajukan
untutan agar kepentmgannyz terhadap lingkungan hidup yung baik dan schat dapat
dipenubi. Steiger ef ¢f. menjelaskan bahwa tuntutan tersebut memiliki dug fungesi vauy
berbeda. Pertania. the funciion of defense (Alncehsfuskiion ). vakin hak bagi individy
untuk mempertabankan dirt dari pengarch lingkungan vany merugikannya, Kedua.
Junction of performance (Letsiungsfunkeion). yakmi lud mdivide untuk  menuntut
dilakukannya suatu tindakan agar lingkungunoya dipulilikan atau diperbaiki, Fungw
yang pertama sudah tertampung dalam Pasal 20 Avat (1. dan fungsi kedua dulam Pasul
20 Ayat (3) UULH.

Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang

Persaingan curany dapat terjudi apabia sexeorung pengusaha dalam usahanya
menarik langguanan atau klien pengusaha luin untuk memajukan usabanya sendiri stau
memperluas penjualannya ataw pemasarannya. dengan mengeunakun alat atau sarana
yang bertentangan dengan itikad baik dan Kejujuran dalam pergaulan perckonomian
(Sirmanjuntak. 1992).

Menurut: Soekardono (1956), pengusaba terutama tdak boleh mengelabui
khalayak ramai dengan merugikan rekannya. ialah pesaingnya, karena dengan demikian
pengusaha itu akan melakukan persaingan yang tdak jujur atay curang, Dari pernyataan
Soekardone dj atas. Stmanjuntak (19923 {alu menyimpulkan bahwa pihak vang bersaing
adalah pengusaba dengan pesaingnya. yaitu rekan pengusaha yvang menderita rugi
karena perbuatan curang itu, Jadi bukan konsumen langsung. walaupun Konsumen ity
yang dikelabui. Alasannva. karena pursaingan curang antarpengzusaba itu tidak selalu
berakibat fangsung pada konsumen, ta memberi contol perbuatan “membajak™ ahli
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manajemen dari suatu perusahaan ke perusahaan lain yang pada dasarnya tidak
berdampak bagi konsumen. Dengan demikian, hukum persaingan curang tidaklah
identik dengan hukum perlindungan konsumen, sekalipun diakuinya persaingan curang
itu memang’ dapat merugikan konsumen.

Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen

Masalab perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah vang baru,
sehingga wajar apabila masih banyak konsumen yang helumn menyadari hak-haknya.
Agar konsumen tidak scnantiasa berada pada pihak yang dirugikan, maka konsumen
harus diberikan hak untuk memperoleh pendidikan di bidang perlindungan konsumen.
Tujuan pendidikan ini tidak lain untuk memberikan kesadaran hukum bagi konsumen
dalarn memperjuangkan hak-hak yang dimilikinya.

Menurut Soemardjono (1991) dan Nasikun (1991). pendidikan konsumen ini
tidak selaly harus melewati jenjang pendidikan formal. tetapi juga informal, termasuk
di dalamnya melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan, Gerakan seperti ini sudah
banyak dilakukan di berbagai negara, seperti di Singapura. sehagaimana diungkapkan
oleh Ho Peng Kee (ALA, 1984):

An important aspect of consumer protection s that of consumer education and information.

The consumer Association of Singapore (CASH) has heen set up help consumers to help

themnselves. 1t plays a pivotal role in promoting Consumer awareness and protecting

consumers’ rights by means of publication of articles of general interest and by condueting
comprehensive surveys on essential food items at various supermarkels and emporiums to
assist consumers in price-comparison.

Kegiatun seperti yang dilakukan oleh CASE tersebut juga sudah dilakukan oleh
YLKI, antara lain berupa penerbitan majalah Warta Konsumen. Selain itu, para aktivis
Y1KI juga sering menycharkan buah pikirannya dalam berbagai seminar dan artikel
di media massa. Hal ini sedikit banyak akan mempengaruhi kesadaran konsumen
terhadap hak-hak dimilikinya.

PENGATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yung secara sistcmatik
mengatur masalah perlindungan konsumen di Indonesia. Sekalipun demikian, ada
beberapa peraturan yang dalam pertimbangannya, merujuk konsumen sebagai obyck

pengaturannya.




HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PRINSIP-PRINSIP PENGATURANNYA Di INDONESIA

Dari hasil inventarisasi sampai dengan Desember 1991, misalnya, pengaturan
tersebut tersebar paling tidak pada delapan bidang. yaitu bidang: (1) obat-obatan dan
bahan berbahaya, (2) makanan dan minuman, (3) alat-atat elektronika, {4) kendaraan
bermotor, (§) mewologi dan tera, (6) indusiri, (7) pengawasan mutu barang, dan
(8) lingkungan hidup. Jenis peraturan perundang-undangannya pun bervariasi, mulai
dari ordonansi dan ndan g-undang, peraturan pemerintah atau yang sederajat. instruksi
presiden, keputusan menteri, kcputusgn bersama dari beberaps menteri, peraturan
menied, keputusan dirjen, instruksi dirjen. Keputusan Badan Pelaksana Bursa Komoditi,
dan Keputusan CGubersur Kepala DKI Jakarta (YLKI. 1981): Sianturi, 1986; Soemartono.
1991 Tim TH Ul & Departemen Perdagangun RI. 1992: Katim, 1992).

Sebagat perbandingan, di Amerika Serikat sudah terdapat suatu undang-undang
khusus teatang perlindungan konsumen, yaitu Consumer Protection Act JUN7. Sekalipun
demikian tidak berarti aspek perlindungan konsumen hanya ada dalam undang-undang
lerschut, Menurut Peter M. Walker (1992), paling tidak ada dua belas undang-undang
(di samping Consumer Protection Act 1987) yang turut mengatur masalab pertindungan
konsumen, vaitu: (1) Hire Purchase Act 1904, (2) Consumer Credit Aci 19743,
(3} Faciors Act 1889, (4) Misrepreseniaiion Act 1967, (5) Road Traffic Act 1988,
(6) Sale of Goods Act 1979, (7) Supply of Goods and Services Act 1982, (R) Supply
of Goods (Implied Terms) Act 1973, (9) Torts {Interference with Goods) Act 1977,
(10) Trade Descriptions Act 1968, (L1} Unfuir Contract Terms Act 1977, (12) Food
Safery Act 1990. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen termyata tidak Cukup untuk mencakup semua aspek perlindungan
konsumen yang demikian luas. Walaupun demikian, undang-undang tersebut tetap
diperiukan sebagai umbrefia act bagi undang-undang lain.

Jika kita melihat pada landasan konstitusiona) Undang-Undang Dasar 1945,
sesungguhnya perlindungan konsumen telah memiliki dasar vany kokoh. Dalam
Pasal 27 Avat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan. “Scgala warganepars
Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecvalinya.”

Pasal tersebut dikatakan sebagui landasan konstitusional karena dalam Ketentuan
tersebut jelas dinyatakan bahwa kedudukan sermua warganegara adalah sama dalam
hukum dan pemerintaban. Scbagai wargancgara, maka konsumen tidak boleh lebih
rendah kedudukan hukumnya daripada produsen atau pemasar produknya. Mereka
memitiki hak-hak yang seimbang satu sama lainnya,
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Iandasan konstitusional tersebut erat pula kaitannya dengan pandangan bahwa
setiap orang adalzh konsumen. Produksi tidak berarti apa-apa fanpa konsumsi. Tidak
ada orang yang tidak mengkonsumsikan barang. termasuk pengusahi. baik produsen
maupun pemasar produk {(Tim FH Ul & Departemen Perdagangan RIL1992). Selain
dulam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, Badrulzaman (1980) menyebutkan pula Pasal 27
Ayat (2) dan Pasal 2§ UUDD 1945 sebagai landasan konsttusional periindungan
konsumen.

Materi perlindungan Konsuimen dala:n heberapa hal juga terdapat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (Burgeriijk Weiboek), Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (Wethoek van Strafrechr). Sccara enunsiatif, dapat disebutkan, misalnya Pasal
1033, 1235, 1236, 1243, 1264, 1275, 1322, 1365, 1391. 1444, 1474, 1480, 1491, 1550,
1706. 1744 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian juga dalam Kitub
Undang-Undang Hukum Pidana. anfara lain dalam Pasal 205, 359, 360. 386. 382 bis.
383, dan 390.

Tentu saja. seperti vang wlah diungkapkan sebelumnya. di luar dua kodifikasi
tersebut dapat ditemukan peraturan lain. misalnya saja datam undang-undang di mdang
hak milik intelekwal. Hanya saja. undang-undang demikian idak wenyebut bentuk
perlindungan terschut secara eksplhisit.

lelajar dari keadaan di berbagai negara, kiranya sudah merupakan urgensi yang
wajar apabila terdapat suatu Undang-Undang Peclidungan Konsumen di Indonesia.
Undang-undang ini berlungsi schagai wmbrelic qci. yang memual prinsip-prinsip
pengaturan yang dapat dijabarkan lehih lanjut, baik ke samping (dalam hentuk undang-
undang tain). maupun ke bawah (dalam bentuk peraturan pemerintah dan seterusnya).

PRINSIP-PRINSIP PENGATURAN

Masalzhnya sekarang adalab, prinsip-prinsip yane bagaimana yang layak untuk
dimuat dalam wmbrelle «ot yang dimaksud?! Hal ini sangat perfu untuk dibicarakan
karena priasip alau asas hukum akan nenjadi Tandasan berpijak dalam pengembangan
umbrelie aet tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya.

Menurut A. Zen Umar Purba (1992), kunci pokok perlindungan konsumen
adalah prinsip {asas) bahwi konsumen dan pengusaha (produsen atau pengedar produk)
saling membutuhkan. Prinsip pokok tersebut —sckalipun masih samar-samar— oleh
Purba, kemudian difabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa prinsip lainoya. Ada dua
prinsip yang menarik untuk diangkat di sini, yaitu: (1) kesederujatan antara Konsuinen
dan pengusahy, dan {2) pengaturan tidak merupakan syaral
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Prinsip kesederajatan antara konsumen dan produsen (istilah “pengusaha’™ yang
digunakan Purba, kiranya akan lebih tepat diganti dengan “produsen’), sesungguhnya
merupakan prinsip hasil koastruksi yuridis normatif. Koostruksi yang sama dapat
dijumpai, misalnya. dalam prinsip kesederajatan antara buruh dan majikan. Secara
yuridis normatif hal itu merupakan keharusan, sekalipun dalamkenyaaannya (sosiolo 018 )
gumbgran ideal itu amat jarang ditemui.

Untuk mendekiti gambaran idcal sebagaimana diinginkan prinsip kesederajatan
1y, selayaknya konsumen tidak dibiarkan berdiri sendiri-sendiri (sccara individual }
berhadapan dengan produsen. Bagaimanapun. posisi tawar-menawar (bargaining
position) yang dimiliki individu konsumen tersebut lidak akan mampu menandingi
“keperkasaan” produsen. Fenomena seperti ini dapat diwmati antara lain pada klausula-
Klausula perjanjtan baku (standard contract),

Agar konsumen-konsumen itu memiliki posisi yang Iebih kuat. mutlak diperlu-
kan wadah yang dapat membcla kepentingan mereka. 1% Indonesia wadah seperti ini
sudabh ada, yaitu sustu lembaga swadaya masyarakal yang diberi nama Yayasan
I.cmbaga Konsumen Indonesia { YLKI). Apa yang dipetjuangkan oleh YLKI sebenarnya
sudah cukup banyak. telapi sayangnya belum banyik dinikmati olch masyarakat luas.
Sebagai contoh, publikasi YI.LKI berupa hasil pengujian terhadap produk-produk
terientu, belum banyak dimanfaatkan oleh masvarakal. Gemanya belum  mampu
merangsang gerakan konsuinen untuk memboikot suatu produk seperti yang pernah
terjadt di sejumiab nepury,

Dapal saja orang berpendapat, bahwit kondisi di Indonesia belum memungkinkan
untuk munculnya gerakan-gerakan konsumen seperti itu. Alasan untuk mendukung
pendapat tersebut dapat saja dicari-cari, seperti perlunya proicksi bagi industri kita yang
baru berkembang. atau helum dewasanya cary berpikir masyarakat, schingea
dikhawatirkan akan ditungpangi oleh oknum-oknum vang tidak hertang gung jawab, dan
scterusnya. Alasan-alasan tersebut sekilas terkesan sangat reusonable. (elapi sama
sekali udak menyentuh persoalan mendasar vung dihadapi, vaitu bagaimana
mengupayakan lerwujudnya (paling tidak mendekali) kesederajatan antara konsumen
dun produsen.

Kasus-kasus yang merugikan konsumen sudah cukup banyak terjadi di Indone-
st dan terbukti kita selalu terlambat untuk bertinduk, Sebagai contoh sederhana adalah
kasus (isu”) lemak babi. Kasus ini terjadi. tidak lain karena bejum adanva koordinasi
dalam pencantuman label halal untuk produk-produk buatan Indonesia. Baru dalam
Lahun-tahun terakhir ini saja koordinasi it dibentuk. dan selanjutnya diturjuk lembaga
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yang herwenang memberikan label halal tersebut. Sclama belum ada lembaga vang jelas
wewenangnya. selama itu pula konsumen herada dalam ketidakpastian tanpa dapat
berbuat banyak memperjuangkan kepentingannya,

Schagai perbandingan. di Amerika Serikat felal dibentuk lembaga-lemhbaga
khusus yang memiliki wibawa sangat besar dalam memperjuangkan kepentingun
konsumen. Salah salu lembaga tersebut adalah the Federaf Trade Commision (FTC),
yang dibentuk tabun 1914, FI'C hukanlah lembaga swadaya masyarakat. Badan tersebut
dibentuk langsung oleh Konpres Amerika Serikat dengan suatu undang-undang
tersendiri. Dalam wgasnya, FIC didukung oleh sckian peraturan perundang-undangan
yang bertujuan menciplakan kompetisi perdagangan vang bebas, Jujur. dan adil, serta
tidak merugikan kepentingan konsumen, 1j dalam IFTC ini duduk lima orang komisioner
yang diangkat oleh presiden selama tujuh (zhun, Uniuk menjaga independensinya. dari
tujuh komisioner itu. tidak boleh lehil dari tiga orang berasal dari partal politik yang
sama. FTC juga memiliki kewenangan di bidang legislatif dan vudikatif' ersendiri.
yakod suatu quasi-tegislaiive and quasi-judicial powers.

Apabila kita menginginkan timbulnya Kesederajatan antard konsumen dan
produsen {(dulam hal hak dan kewajibannya). maka lembaga sepert FYC, mutlak kit
muliki. Tent saja mekanisme kerja serta penganekatan dan komposist anggota yang
duduk dalam lembaga tersebut uduk harus sama dengan FTC. Fakior vang paling
penting adalah tetap terjaganya independensi dan kewibawian lemhaga tersebul.

Prinsip lain yang juga perlu dibahas lebih lanjut adalah prinsip penpaturan tidak
merupakan syarat. Menurut Purba (1992, pada tahun 1842, pengadilan di [nggeris
menetapkan, bahwa pepawai Kerely pos yang cacit tidak dupat mengajukan gugatan
terhadap pemasok kereta karena tidak adanyu priviny of coniract antara penggugat dan
tergugat. Sekalipun demikian, seperti juga terjadi pada bidang-bidang lain vang sangal
dipengarubi oleh pertummbuhan perckonomian vaug pesal. doktrin priviey of contract
kimi sudah dipatahkan, Purba juga menyebutkan heberapa Kisus yang menjadi tonggak
perubahan pandangun tersebut. sepert kasus Thomas v, Winchester (1852) dan
MacPherson v, Buick Motor Co. (1916),

Apa vang diungkapkan olch Purba (1992) tersebut. sehenarnya tidak menjadi
persoalan dalam proses pengajuan gugatan perdata di Indonesia, Apabila terdupat
hubungan hukum berupe perjanjian antara penggugat (konsumen) dan tergugit
(produscty), dusar gugatannya adatah wanprestasi. Contoh kasus vang pernah erjadi
di Indonesia adaluah kasus antara penghuni Perumahan Pondok Maritim Indah Surabaya
melawan PT Prima Cira Buana.
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Dalam perkara tersebut, PT Prima Citra Buana sebagai pihak pembangun
perumahan menjanjikan dalam iklannya bahwa Perumaban Pondok Maritim Indah
sebagai daerah bebas banjir. yang ternvata tidak benar sama sekali. Atas dasar itu. para
penggugat mengangeap tergugat telah melakukan wanprestasi. Berdasarkan gugatan
terscbut. Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan memenangkan pihak
penggugat (Margono & Hakim, 1992).

Apabila pihak konsumen tidak memiliki hubungan hukum langsung (berupa
petjanjian) dcngaﬁ produsen, tetapi ;llelcwatt pihak perantara (grosir, leveransir, dan
sebagainya), maka perikatan antara konsumen dan produsen bukan berdasarkan
perjanjian, tetapi berdasarkan undang-undang. Dalam keadaan demikian, konsumen
tetap dapat mengpugat produsen atas dasar perbuatan melawan hukum (onrechimatige
daad).

Di Indonesia tidak banyak dijumpai gugatan demikian, Keadaan yang sama juga
terjadi di Belanda, Menurut Brevet (1991). scjak tahun 1970 sampal dengan 1990,
hanya tercatat dua puluh kasus gugatan tanggung jawab produk di Belanda. Ia
memperkirakan, fenomena demikian antara lain disebabkan scbagian hesar kerugian
konsumen itu telah ditutupi olch pihak asuransi.

PENLUTUP

Dari uraian singkat tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan prinsip-prinsip
pengaturannya tersebut, paling tidak dapat membuka diskusi lebih lanjut ke arah
pengembangan cabang hukum haru ini. Beberapa prinsip yang dikenal dalam cabang
hukum fain tentunya dapat puia diterapkan.

Di samping itu. mengingat cabang hukum inj baru saja berkembung di Indonesia,
maka studi komparatif dengan melihat pengaturan dan putusan pengadilan atas kasus-
Kasus yang terjadi di legara-negara lain, tentunya akan banyak sekali membanty diskusi
konstruktif ini. Masukan dari ahli cabang ilmu hukum lainnya juga amat membantu,
karena Hukum Perlindongan Konsumen merupakan cabang hukum yang multidimen-
sfonal, seperti tinjauan dari aspek hukuin acara {(misalnya pengajuan gugatan secara
class action). asuransi (khususnya liability insurance). pidana (misalnya frauduient
misrepresentation pada kasus iklan}. administrasi negara, dan seterusnya.
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